
BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    10    TAHUN2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN

MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI   MIMIKA,

Menimbang  : a.     bahwa    sesuai    Surat    Edaran    Menteri    Ketenagakerjaan

Republik    Indonesia    Nomor    M/8/HK.04/VI/2021    tentang

penyesuaian peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
mengenai  retribusi  daerah  yang  berasal  dari  pembayaran

dana   kompensasi   penggunaan   tenaga   ken.a   asing   atas

pengesahan    rencana    penggunaan    tenaga    kerja    asing

perpanjangan;

b.     bahwa   penerapan   tarif  retribusi   daerah   memperkerjakan

tenaga  kerja  asing  telah  diatur  dengan  Peraturan  Daerah

Kabupaten Mimika Nomor  1  Tahun  2014  (Lembaran  Daerah

Kabupaten Mimika Tahun  2014  Nomor  1);  perlu disesuaikan

dengan perkembangan dari kebutuhan yang ada;

c.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud

dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan

Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor   1   Tahun  2014  tentang

Retribusi   Perpanjangan   Izin   Mempekerjakan  Tenaga   Kerja

Asing;
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Mengingat     : 1.     Pasal   18  ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik

Indonesia Tahun 1945;

2.     Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan

Propinsi   Otonom   Irian   Barat   dan   Kabupaten-kabupaten

Otonom  di  Propinsi  lrian  Barat  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia   Tahun   1969   Nomor   47,   Tambahan   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

3.     Undang~Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan

Propinsi  Irian  Jaya,  Propinsi  Irian  Jaya Tengah,  Kabupaten

Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota

Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1999

Nomor  173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3894);

4.     Undang -Undang Nomor   21  Tahun  2001  tentang Otonomi

Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik

Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)  sebagaimana  telah

diubah beberapa kali terahkir dengan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

Papua  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2021

Nomor  155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6697);

5.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara Republik

Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234);  sebagaimana telah

diubah   dengan   Undang-undang   Nomor   13   Tahun   2022

tentang  Perubahan  Kedua    Atas  Undang-Undang  Nomor  12

Tahun   2011   tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor  143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

6.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Nomor  2

Tahun 2022  tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun   2022   Nomor   238,   Tambahan   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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7.     Undang -  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan

Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 4,
Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indon e sia

Nomor 6757);

8.     Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan

Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun    2022    Nomor    158,    Tambahan    I,embaran    Negara

Republik Indonesia Nomor 6804) ;

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    69    Tahun    2010    tentang

Tatacara Pemberian  dan  Pemanfaatan  lnsentif   Pemungutan

Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah   (Ijembaran   Negara

Republik  Indonesia     Tahun   2010   Nomor   119,   Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    97    Tahun    2012    tentang

Retribusi      Pengendalian      Lalu      Lintas      dan      Retribusi

Perpanjangarl    Izin    Mempekerjakan    Tenaga    Kerja    Asing

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012   Nomor
216,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia

Nomor 5358);

11.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    34    Tahun    2021    tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( Lembaran Negara Republik

Indonesia   Tahun   2021   Nomor   44,   Tambahari   Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

12.   Peraturan   Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi   Nomor

PER.  02  /  MEN/III/  2008  tentang  Tata  Cara  Penggunaan

Tenaga Kerja Asing.

13.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor  2036);  sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun  2018  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang  Pembentukan

Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

14.   Peraturan Daerah  Kabupaten Mirnika Nomor   2 Tahun 2007

tentang   Pokok   -   Pokok   Pengelolaan   Keuangan   Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2) ;



-4-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :      PERATURAN      DAERAH      TENTANG      PERUBAHAN      ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR  1 TAHUN

2 014        TENTANG        RETRIBUSI        PERPANJANGAN        IZIN

MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun

2014  tentang  Retribusi  Perpanjangan  Izin  Mempekejakan  Tenaga  Kelja  Asing

(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Mimika  Tahun  2014  Nomor  1);  diubah  sebagai
berikut :

1.   Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelanggaran pemerintah

daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan daerah otonom.

3.     Bupati adalah Bupati Mimika.

4.     Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah

lembaga    perwakilan     rakyat     daerah     sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

5.     Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.     Badan   adalah   sekumpulan   orang   dan/atau   modal   yang   merupakan

kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan

usaha yang meliputi perseroan  terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah

(BUMD)  dengan nana dan dalam bentuk apa pun, firma,  kongsi,  koperasi,
dana  pensiun,   persekutuan,   perkumpulan,   yayasan,   organisasi  massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 1embaga dan bentuk badan

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7.     Dinas adalah Dinas Tenaga Kelja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika.

8.     Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Mimika.
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9.     Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya  disebut  Retribusi,  adalah  pungutan

Daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang

khusus  disediakan  dan/atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan.

10.   Perizinan  tertentu   adalah   kegiatan   tertentu   Pemerintah   Daerah   dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan   ruang,   serta   penggunaan   sumber   daya   alam,   barang,

prasarana,  sarana  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11.   Retribusi   Penggunaan   Tenaga   Kerja   Asing   adalah   Pembayaran   dana

kompensasi   penggunaan   tenaga  kerja  asing  atas   pengesahan   rencana

penggunaan tenaga kelja asing perpanjangan oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

12.   Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut

DKFTKA  adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja tenaga

kerja asing atas  setiap TKA yang dipekerjakan  sebagai penerimaan negara

bukan pajak atau pendapatan daerah.

13.   Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA

adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu

tertentu.

14.   Pemberi kerja tenaga kelja asing adalah badan hukum atau badan lainnya

yang  mempekerjakan  tenaga  ken.a  asing  dengan  membayar  upah  atau
imbalan dalam bentuk lain.

15.   Tenaga  kerja  asing  yang  selanjutnya  disingkat  TKA  adalah  warga  negara

asing pemegang visa dengan maksud bekelja di wilayah Indonesia.

16.   Surat  Setoran Retribusi Daerah, yang  selanjutnya disingkat  SSRD,  adalah

bukti pembayaran  atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat  pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17.   Surat Ketetapan Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah

Surat   ketetapan   retribusi   yang   menentukan   besarnya  jumlah   pokok

retribusi yang terutang.

18.   Surat Ketetapan Restribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB,   adalah   Surat   ketetapan   retribusi   yang   menentukan  jumlah

kelebihan pembayaran restribusi karena jumlah kredit restribusi lebih bayar

dari pada restribusi yang terutang atau  seharusnya  tidak terutang.

19.   Surat Tagihan  Restribusi  Daerah yang  selanjutnya dapat  disingkat  STRD,

adalah   surat   untuk   melakukan   tagihan   restribusi   dan/atau   sanksi

administratif berupa bunga dan/ atau denda.
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20.   Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan,   dan/atau   bukti   yang   dflaksanakan   secara   objektif   dari

profesional   berdasarkan   suatu   standar   pemeriksaan   untuk   menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peratutan perundang-undangan

retribusi daerah.

21.   Penyidikan  tindak  Pidana  Retribusi  Daerah  adalah  serangkaian  tindakan

yang  dilakukan  oleh  penyidik  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti

yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tindak  pidana  dibidang  Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22.   Subyek  Retribusi  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  meliputi  pemberi  kerja

tenaga kelja asing.

23.   Subyek   Retribusi   Penggunaan   Tenaga   Kerja   Asing   merupakan   Wajib

Retribusi.

2.     Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan  nana  Retribusi  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing,  dipungut  retribusi

pembayaran  DKPTKA  atas  pengesahan    RPTKA  perpanjangan  oleh  Pemerintah
Daerah.

3.   Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 2 adalah pengesahan RPTKA perpanjangari bagi TKA yarig bekerja di lokasi

dalarn satu Daerah.

4.   Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Ken.a Asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2   adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan

RFTKA perpanjangan bagi TKA di Daerah.

5.   Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi   Penggunaan   Tenaga   Kelja   Asing   digolongkan   sebagai   Retribusi

Perizinan Tertentu.
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6.     Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat  penggunaan jasa  oleh  pemberi  kerja TKA  diukur  berdasarkan jumlah

penerbitan dan jangka waktu pengesahan RPTKA pelpanjangan yang diterbitkan.

7.     Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)    Struktur  dan  besarnya  tarif  Retribusi  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing
ditetapkan  berdasarkan  tingkat  penggunaan jasa  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 6.

(2)    Besaran   tarif  Retribusi   Penggunaan   Tenaga   Kerja   Asing   sebagaimana
dimaksud  pada  ayat   (1)   ditetapkan   sebesar  USDIOO,00   (seratus  dollar

Amerika Serikat) per jabatan, per orang, dan per bulan.

(3)    Pembayaran  tarif Retribusi  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (2)   dilakukan   dengan   mata   uang   rupiah   yang

disesuaikan   dengan   kurs  yang  berlaku   pada   saat   pengesahan   RPI`KA

perpanjangan.

8.     Ketentuan pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)    Penerimaan  Retribusi  Penggunaan  Tenaga  Kelja  Asing  digunakan  untuk
mendanai   validasi   pembayaran   DKPTKA,    pembinaan,    pengawasan   di

lapangan,  penegakan  hukum,  penatausahaan,  biaya  dampak  negatif dari

pengesahan  RPTKA  perpanjangan,  dan  kegiatan  pengembangan  keahlian
dan keterampilan tenaga kelja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2)    Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi penggunaan
tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkari melalui

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlahl pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di  Timika

pada tanggal,  29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,

ttd

JOHANNES REITOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,  30 Desember 2022

Pj.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 10,

NO REG        PE RATURAN        DAERAH        KABUPATEN        M I M I KA ,         PROVI N S I

PAPUA TENGAH:  10/2022

M



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    10    TAHUN   2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN

MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

I.    UMUM

Sesuai  ketentuan  pasal  150  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2009

tentang  Pajak  Daerah  dari  Retribusi  Daerah,  jenis  retribusi  daerah  dapat

ditambah  sepanjang  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  dalarn  undang  -

undang.   Penambahan  jenis   retribusi   daerah   tersebut   sesuai   Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

dan   Retribusi   Perpanjangan   Izin   Mempekerjakan   Tenaga   Kerja   Asing,

Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis retribusi  daerah yang

baru.

Penetapan retribusi perpanjangan IMTA sebagai retribusi daerah telah

diubah  nomenklaturnya  menjadi  Retribusi  Penggunaan  Tenaga  Kelja  Asing

sesuai  surat Edaran  Menteri  Ketenagakeljaan  nomor  :  M/8/HK.04/VI/2021

tentang   penyesuaian   peraturan   daerah   atau   pereturan   kepala   daerah

mengenai  retribusi  daerah  yang  berasal  dari  pembayaran   DKPTKA  atas

pengesahan RPTKA perpanjangan. Hal ini memberikan peluang kepada daerah
untuk  menambah   sumber   pendapatan   dalam   rangka  mendanai  urusan

dibidang ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Retribusi Penggunaan TKA merupakan pembayaran atas Pengesahan RPTKA

perpanjangan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kelja
tenaga kelja asing.

Pemungutan Retribusi penggunaan TKA relatif tidak menambah beban

bagi    masyarakat,    mengingat    retribusi    penggunaan    TKA    sebelumnya

merupakan pungutan pemerintah pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi

retribusi  daerah.  Tarif  retribusi  penggunaan  TKA    ditetapkan  berdasarkan

tingkat penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP penggunaan TKA yang

berlaku pada Kementrian di bidang KetenagakeH.aan.

Pemanfaatan   penerimaan   retribusi  perpanjangan   IMTA  diutamakan

untuk  mendanai  kegiatan  pengembangan  keahlian  dan  ketrampilan  tenaga

kerja  lokal  yang  alokasinya  ditetapkan  melalui  Anggarari  Pendapatan  dan

Belanja Daerah.



11.  PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup j elas

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup j elas

An8ka 5

Pasal 5

Cukup jelas

An8ka 6

Pasal 6

Cukup jelas

An8ka 7

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup j elas

Plt. BUPATI MIMIKA,

ttd
JOHANNES RETTOB
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